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Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang disebut juga
undang-undang fidusia, dalam praktik; masih terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan
tersebut disebabkan antara lain adanya perbedaan dalanl menafsirkan ketentuan undang-undang fidusia.
Permasal ahan sebagaimana yang dialami oleh Notaris X yaitu dalam menentukan jenis akta jaminan fidusia
yang harus dibuat guna menjamin piutang baru dengan adanya penerima fidusia baru. Apabila dibuat akta
jaminan fidusia baru, hal inig menimbulkan keberatan dari para kreditur yang telah menjadi penerima
fidusia karena menyebabkan kekosongan jaminan. Sedangkan, Notaris X ragu-ragu mengenai dapat atau
tidaknya dibuat akta perubahan jaminan fidusia menimbang akta pengakuan hutangnya dibuat beberapa
waktu setelah dibuatnya akta jaminan fidusia pertamakali. Selain itu, di antara para pihak juga muncul
perbedaan penafsiran mengenai keberadaan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan
fidusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif,
dengan Cara Studi dokumen dan wawancara. Y ang menjadi perjanjian pokok dan diikuti dengan jaminan
fidusia adalah perjanjian awal di manatelah disepakati adanya pencairan danadi kemudian hari, dan bukan
akta pengakuan hutangnya. Jadi, akta perubahan jaminan fidusia sebagai perjanjian accessoir dapat dibuat
dalam rangka menjamin hutanqg yang baru ada di kemudian hari tersebut. Akta perubahan jaminan fidusia
tersebut selain ditandatangani oleh penerima fidusia baru, sebaiknya juga ditandatangani oleh penerima
fidusiaawal guna memberi kepastian bahwa penerimafidusiaawal mengetahui dan menyetujui adanya
kreditur yang turut menjadi penerima fidusia yang dijamin pelunasan piutangnya dengan jaminan fidusia
yang sama. Hal ini penting karena Notaris selain bertugas untuk membuat akta sesuai kesepakatan para
pihak, harus tetap berdasar pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai
permasalahan dalam pel aksanaan jaminan fidusia seperti yang dialami Notaris X maka perlu adanya
pengaturan yang lebih jelas agar mampu memberi kepastian dan tidak memungkinkan perbedaan penafsiran.
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